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<b>ABSTRACT</b>

Sejak disahkan, masih banyak ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) yang diabaikan oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah pencantuman klausula baku dalam karcis
parkir. Apabilaterjadi kehilangan kendaraan yang diparkir, selamaini konsumen menjadi pihak yang selalu
dirugikan, karena pelaku usaha penyedia jasa layanan parkir menolak untuk memberikan ganti rugi dengan
alasan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab konsumen sebagai mana klausula yang tercantum
dalam karcis parkir. Untuk itulah dilakukan penelitian mengenai perlindungan bagi konsumen penggunajasa
layanan parkir terhadap pengunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di wilayah kota Jakarta untuk menjawab beberapa permasalahan
yaitu, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan
klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 di Jakarta, jasa layanan parkir yang
ada saat ini termasuk dalam perjanjian sewa menyewa atau penitipan, dan apakah Perda No.5 Tahun 1999
tentang Perparkiran bertentangan dengan UUPK. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan alat wawancara dan kuesioner, sedangkan
data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa
konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan bermotor seringkali merasa dirugikan dengan
penggunaan klausula baku dalam karcir parkir, karena jikaterjadi kehilangan kendaraan yang diparkir,
konsumen akan menemui kesulitan untuk menuntut ganti rugi, karena pelaku usaha selalu berdalih bahwa
kehilangan kendaraan yang diparkir adalah tanggung jawab konsumen sendiri, sesuai ketentuan dalam karcis
parkir, sehingga di sini tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir.
Hubungan hukum yang terjadi dalam jasalayanan parkir adalah perjanjian sewa menyewa, karena didalam
sewa menyewa terdapat proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pel aku usaha atas jasa
sewa lahan parkir tersebut. Perda DK Jakarta saat ini masih bertentangan dengan UUPK, dalam hal
mengesahkan klausula baku. Kondisi ini perlu dibenahi misalnya dengan mencantumkan hak dan kewajiban
konsumen dan pelaku usaha dalam karcis parkir, disamping perlunya secara selektif dan efisien dilakukan
sosialisasi UUPK di kalangan masyarakat konsumen dan pelaku usaha.

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b>

Act No. 8/1999 on Consumer Protection (ACP) still contains some provisions disregarded by business
people since it was legalized in 1999. One of the disobedient actions is the standard clause inclusion on the
parking ticket. So far, if the vehicle parked is missing, consumer becomes the disadvantaged party, because
the parking service provider refuses to disburse compensation by the reason that the consumer is aso
responsible for the safety of hisor her vehicle, according to the clause attached on the parking ticket.
Considering the background, a research on legal protection for the parking service users against the use of
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standard clause added on the parking ticket according to the Act No. 8/1999 on Consumer Protection (ACP)
in Jakarta City was carried out, to response few questions, how legal protection for the parking service users
against standard clause added on the parking ticket according to Act N0.8/1999 in Jakarta, the parking
service in Jakartaisincluded in leasing contract or deposited contract, and does jurisdiction laws of Jakarta
No.5/ 1999 contradictory with consumer protection. Datain use are primary and secondary data. Primary
data are obtained from field research using interview and questionnaire instrument, while secondary data are
taken through literature study. The result of the research indicates that consumer as the user of the parking
service sometimes to feel aloss with the uses of the standard clause added on the parking ticket, because if
the vehicle parked is missing, the consumer will have difficulty to disburse compensation, because the
parking service provider always prevaricate that the loss of parked vehicle is become the consumer?s
responsibility itself, according to the clause attached on the parking ticket, so thereis no legal protection for
the consumer as the user of the parking service. The parking service in Jakartaisincluded in leasing
contract, because there is a payment process which done by consumer to the parking service provider.
Jurisdiction laws of Jakarta at this time still contradictory with the consumer protection that which in
ratification on standard clause. This condition needs to be fixed, such as with inserting the consumer and the
parking service provider?s rights and compulsory, beside that it is necessary to socialization the Act
Consumer Protection (ACP) in consumer and provider?s society with selective and efficient.</i>



